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ABSTRACT 

 

       Comunity are a container that is protected in the implementation of state sutu in 

Indonesia, the establishment of mass organizations and all matters concerning the 

implementation of mass organizations fully diverted by the state yakitu by issuing the 

Act Society Organization. Optimization of Comunitys in a country can provide 

positive values for every country that exists, such as the functioning of Comunity in 

the interests of the state, whether in the field or thinking, one of which functions the 

Comunity by giving the obligation to participate in the achievement of the state 

objectives contained in Law No. 17 2013 on Community Organizations that are in 

line with their implementation have weaknesses in the interpretation made by the 

object of the Act. the article is experiencing norms whose masses are not clear. 

Because there is a Participating clause in the achievement of state objectives, the 

meaning of achieving the objectives of this country can not be explained further 

about the definition and form of sanctions, which lead to various multi 

interpretations. 

       The study entitled The Imposition of Administrative Sanctions to Community 

Organizations on Violations of Participation Obligations in the Purpose of Goals 

The State aims first to know and understand the form of violations by CSOs that may 

be subject to administrative sanctions and to analyze the mechanisms for the 

enforcement of sanctions against community organizations Research Methods used 

in this thesis using Normative research method which is a research literature, 

namely research on legislation and literature related to the material discussed. 

       Based on the results of research can be concluded First: that every organization 

of society in Indonesia have provisions in all its activities. Violations committed by 

community Organizations in the community caused the disturbance of public order 

felt, this is clearly detrimental to the people who are victims of the violation. With 

the violations committed by the community organization, the reason for starting law 

enforcement against the violation is to ensure the fulfillment of the right of the 

community and to maintain the obligation of an organization in carrying out its 

activities and the laws and regulations. In this study describes the form of violations 

committed by an Organization and the manner of imposition of appropriate 

administrative sanctions for the offenses committed. 

 

Keywords: Community organization, violations, administrative sanctions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAK 

 

 

       Ormas merupakan suatu wadah yang dilindungi sutu negara dalam 

pelaksanaanya di Indonesia, pendirian Ormas serta segala urusan mengenai 

pemberlakuan Ormas dengan penuh diseleneggarakan oleh negara yakitu dengan 

menerbitkan Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan. Pengoptimlaan Ormas di 

suatu negara dapat memberikan nilai positif bagi setiap negara yang ada seperti salah 

satunya memfungsikan Ormas dalam berbagai kepentingan negara baik dalam hal 

lapangan atau pemikiran, salah satunya memfungsikan Ormas dengan memberikan 

kewajiban berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara yang dimuat dalam 

Undang-undang No 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang 

sejalan dengan pelaksanaanya memiliki kelemahan dalam penafsiran yang dilakukan 

oleh obyek Undang-undang tersebut. Pasal tersebut mengalami norma yang 

batasanya tidak jelas. Karna terdapat klausula Berpartisipasi dalam pencapaian 

tujuan negara, makna pencapaian tujuan negara ini tidak dapat dijelaskan lebih lanjut 

mengenai pengertian dan bentuk sanksinya, sehingga menimbulkan berbagai multi 

tafsir. 

       Penelitian yang berjudul Penjatuhan Sanksi Administratif Kepada Organisasi 

Masyarakat Atas Pelanggaran Kewajiban Berpartisipasi Dalam Pencapaian Tujuan 

Negara bertujuan pertama untuk mengetahui dan memahami bentuk pelanggaran 

oleh Ormas yang dapat dijatuhi sanksi administratif serta menganalisis sistem 

tentang mekanisme penjatuahan sanksi terhadap organisasi masyarakat Metode 

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian 

Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap 

peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang 

dibahas. 

       Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama: bahwa setiap 

organisasi masyarakat yang ada di Indonesia memiliki ketentuan dalam segala 

kegiatanya. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Organisasi masyarakat  di 

masyarakat menyebabkan gangguan ketertiban yang dirasakan masyarakat, hal ini 

jelas merugikan masyarakat yang menjadi korban atas pelanggaran tersebut. Dengan 

adanya pelanggaran yang kerap dilakukan oleh Organisasi masyarakat menjadikan 

alasan mulainya penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut, hal ini dilakukan 

demi menjamin terpenuhinya hak masyarakat serta menjaga kewajiban suatu 

organisasi dalam menjalankan kegiatan serta peraturan Perundang-undangan. Dalam 

penelitian ini menjelaskan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh suatu Organisasi 

serta cara Penjatuhan sanksi administratif yang sesuai atas pelanggaran yang 

dilakuakan.  

 

Kata Kunci: Organisasi masyarakat, pelanggaran, sanksi administratif 
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